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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.12 Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa 

penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas 

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan 

hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. 

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya.13 

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa 

penegakan hukum adalah suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa 

keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,( 

Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35   
13 Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan 

Pembangunan,( Bandung: Alumni, 1977),  h. 34   
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dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang.14 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

secara bersengaja dalam upaya menyerasikan nilai-nilai 

yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum 

pidana menjadi 3 bagian, yaitu:15 

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan 

hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh 

hukum pidana substantif (subtantive law of crime). 

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak 

mungkin dilakukan sebab para penegak hukum 

dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang 

antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin 

terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan 

batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih 

                                                           
14 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2002), h.109   
15 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 

h.39 



 

 
 

dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik 

aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi 

ini disebut sebagai area of no enforcement.  

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan 

hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi 

area of no enforcement dalam penegakan hukum ini 

para penegak hukum diharapkan penegakan hukum 

secara maksimal.  

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full 

enforcement ini dianggap not a realistic expectation, 

sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan 

keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah 

yang disebut dengan actual enforcement.  

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti 

hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau 

berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok 

yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung 

maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral sehingga dapat 

menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif 

dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan 

agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. 

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:16 

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri 

Dapat dilihat dari adannya peraturan undang-

undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan 

mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan 

dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan 
                                                           

16 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi…, h.35    



 

 
 

peraturan undang-undang tersebut, sehingga 

mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-

undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dapat menghambat penegakan 

hukum, yakni: 

1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-

undang. 

2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang 

sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-

undang. 

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-

undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di 

dalam penafsiran serta penerapannya. 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang 

membentuk dan menerapkan hukum  

Istilah penegakan hukum mencakup mereka 

yang secara langsung maupun tidak langsung 

berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: 

di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak 

hukum merupakan golongan panutan dalam 

masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai 

kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung 

aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya 

dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan 

tersebut ada hubungannya dengan penegakan 

hukum itu sendiri. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum  

Kepastian penanganan suatu perkara 

senantiasa tergantung pada masukan sumber daya 

yang diberikan di dalam program-program 



 

 
 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di 

dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana 

prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka 

diperlukan yang namanya teknologi deteksi 

kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan 

dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut 

mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut 

Purnadi Purbacaraka,17 dan Soerjono Soekanto,18 

sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas 

dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran 

sebagai berikut:  

1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang 

baru  

2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau 

dibetulkan. 

3) Yang kurang, harus ditambah  

4) Yang macet harus dilancarkan  

5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan 

ditingkatkan.  

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana 

hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 

masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini 

dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai 

hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar 

pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai 

petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya 

                                                           
17 Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum… h.34   
18 Soerjono Soekanto, Fakto-faktor yang mempengaruhi… h.35    



 

 
 

sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat 

tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata 

hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap 

tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan 

hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai 

sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan 

terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya 

mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang 

berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila 

dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan 

masyarakat terhadap para penegak hukum semata 

atau petugasnya saja.  

Faktor-faktor yang memungkinkan 

mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi 

adalah:19  

1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah 

berhubungan dengan penegak hukum dan 

merasakan adanya suatu intervensi terhadap 

kepentingan-kepentingan pribadinya yang 

dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman 

(pribadi). 

2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan 

penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan 

paksaan yang menimbulkan rasa takut. 

3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf 

stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang 

negatif pada warga masyarakat yang pernah 

berhubungan dengan penegak hukum. 

4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak 

hukum agar membatasi hubungan dengan warga 

masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi… h.70 



 

 
 

yang diduga akan dapat memberikan pengaruh 

buruk kepada penegak hukum.  

Misalnya penanggulangan atau pemberantasan 

tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi 

harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para 

gadis-gadis yang ikut dijajakan di dalam konten 

dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa 

penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada 

hukuman non pidana.  

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta 

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup.  

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari 

keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk 

seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan 

terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh 

dalam hukum, yakni:  

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman  

2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan). 

3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.  

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap penegakan hukum, baik 

pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat 

negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat 

sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang 

yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya 

dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan 



 

 
 

penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan 

hukum oleh masyarakat luas.  

Hukum yang baik adalah hukum yang 

mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang 

melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan 

pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini 

tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:  

a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan 

tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai 

masyarakat.  

b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk 

melaporkan terjadinya perbuatanmelanggar 

hukum kepada organ-organ penegak hukum 

tersebut. 

c. .Kemampuan dan kewibawaan dari pada 

organisasi penegak hukum.20 

B. Pelanggaran 

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran 

ialah suatu perbuatan melanggar. Pengertian melanggar 

ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggaran 

adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan 

tindakan menurut kehendak sendiri tanpa 

memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran 

adalah wetsdelicten, artinya perbuatan yang disadari oleh 

masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-

undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini 

disebut pelanggaran (mala quia prohibita). Pelanggaran 

dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif 

pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan 

kejahatan. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran 

                                                           
20 M. Husen Harun, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1990), h.41   



 

 
 

terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena 

hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti 

pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan 

kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi 

pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku 

kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-

undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan 

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-

undang yang mengaturnya.21 

 Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar 

apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya 

sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada 

undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan 

itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum 

namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk 

pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-

undangan.22 

Pelanggaran menurut Sudarto,23 “wetsdelict, yakni 

perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak 

pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai 

delik, jadi karena ada undang-undang mengancam 

dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah 

kanan jalanan”. 

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan 

pendapat Wirjono Prodjodikoro,24 yang mengartikan 

                                                           
21 Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, (ujung 

Pandang: Umithohs Press, 1989), h. 74 
22 Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran 

Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, diakses pada 13 Februari 2024.  
23 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 57 
24 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, 

Eresco, 1981), h. 28. 



 

 
 

pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan 

berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada 

perbuatan melanggar hukum”. 

1. Pelanggaran lalu lintas  

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang 

pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-

sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah 

satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, 

Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, 

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu 

Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu 

Lintas Jalan”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang 

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. 

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas 

angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang 

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi 

umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik 

kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.  

Sementara itu pengertian secara limitative tentang 

apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak 

ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 



 

 
 

1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa 

pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan 

seseorang yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a 

dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau 

peraturan perundang-undangan yang lainnya.25 

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan 

oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih 

menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan 

yang lama yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan 

suatu masukan berharga dalam membahas tentang 

pengertian pelanggaran lalu lintas.  

Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah 

perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu 

lintas.26 Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 

2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan 

Jalan Wajib:  

1. Berperilaku tertib; dan/atau  

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, 

membahayakan keamanan dan keselamatan lalu 

lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat 

menimbulkan kerusakan jalan  

                                                           
25 Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan 

Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), h. 19.   
26 Naning Rondlon, Menggairahkan… h. 19.   



 

 
 

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka 

akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang 

terlibat dalam kecelakaan.  

C. Efektivitas Hukum 

Suatu Efektivitas Hukum dapat diartikan dengan 

kekuatan hukum untuk menghasilkan keadaan atau kondisi 

seperti yang diharapkan oleh hukum.  

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh 

efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. 

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 

penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait 

yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang 

dipergunakan. 

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang 

efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas 

hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma 

hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai 

dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa 

orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma 

hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar 

berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana 

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar 

diterapkan dan dipatuhi.27 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 

oleh 5 (lima) faktor, yaitu:28 

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. 

                                                           
27 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 

2009), h.12 
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

(PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008), h 8.   



 

 
 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana 

hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta 

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup.  

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa:29 

“Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum 

dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua 

yaitu: masyarakat modern, masyarakat primitif, dan 

masyarakat modern merupakan masyarakat yang 

perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi 

canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat 

dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.” 

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni 

Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut:30 

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan 

penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang 

tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum 

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 

dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka 

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika 

terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan 

hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan 

sanggup menyelesaikan.” 

Dari pernyataan di atas dapat di mengerti bahwa 

hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan keberadaan dan 

penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang 

                                                           
29 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada 
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tidak diinginkan, efektivitas hukum berarti seseorang harus 

berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Menurut 

Soerjono Soekanto efektivitas hukum dapat dilihat dari lima 

faktor yang telah disebutkan seperti di atas. 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum  

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto dalam artikel yang ditulis oleh Nur 

Fitriyani Siregar yaitu sebagai berikut.31 

a. Faktor Hukumnya Sendiri  

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum 

di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan 

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-

undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 

tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan 

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi 

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata 

dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak 

aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang 

mampu mengatur kehidupan masyarakat.32 

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, 

maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat 

subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik 

subjektif dari masing-masing orang. 

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat 

diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan 
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tindak pidananya hanya mencantumkan 

maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga 

hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman 

dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal 

hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau 

terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan 

pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu 

penghambat dalam penegakan hukum tersebut.33 

b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung 

Penegakan Hukum  

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 

pendukung mencangkup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

sebagainya Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi 

maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 

tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian 

perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada 

dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan 

kejahatan.  

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, 

sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut 

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, 
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maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru 

betul;  

2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di 

betulkan.  

3. Yang kurang seharusnya di tambah.  

4. Yang macet harus di lancarkan.  

5. Yang mundur atau merosot harus di majukan 

atau di tingkatkan. 

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas 

yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono 

Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar 

tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. 

Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara 

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil 

penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa 

bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan 

berjalan sementara aparat penegaknya memiliki 

pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola 

organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan 

yang minim.34 

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau 

aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun 

sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan 

hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik 

hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat 

misalnya pada instansi kepolisian, di mana saat ini 
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hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak 

kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi 

berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga 

Transparency International Indonesia menyatakan 

bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh 

kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk 

korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya 

saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas 

yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai 

ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus 

korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan 

dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa 

yang terjadi di institusi kepolisian. 

c. Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 

masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-

pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat 

Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum 

sangat bervariasi antara lain: 

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan. 

2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem 

ajaran tentang kenyataan. 

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, 

yakni patokan perilaku pantas yang 

diharapkan. 

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni 

hukum positif tertulis). 

5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat. 

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat 

atau penguasa. 

7. Hukum diartikan sebagai proses 

pemerintahan. 



 

 
 

8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan 

unik. 

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai. 

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul 

karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, 

sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah 

keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak 

yang sama. Masyarakat juga mempunyai 

kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum 

dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam 

hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). 

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya 

hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku 

penegak hukum itu sendiri yang merupakan 

pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai 

struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat 

memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak 

hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa 

mendapat perhatian dari masyarakat.  

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat 

anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan 

undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak 

hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh 

masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai 

pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau 

bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul 

kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-

undangan kadangkala tertinggal dengan 

perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-

anggapan masyarakat tersebut harus mengalami 

perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut 

dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan 

hukum yang berkesinambungan dan senantiasa 



 

 
 

dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian di 

kembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya 

akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan 

dan peranan yang semestinya.35 

d. Faktor Budaya 

Faktor budaya sebenarnya bersatu padu dengan 

faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam 

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-

nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau 

non material.36 

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. 

Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa 

sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem 

kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 

substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah 

atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, 

mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 

hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Budaya 

(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap 

buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, 

lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus 

diserasikan.  

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum 

menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:  
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1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai 

rohaniah/seakhlakan 

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai 

kebaruan/ inovatisme.  

Dengan adanya keserasian nilai dengan 

kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin 

hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum 

positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam 

pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya 

hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku 

secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya 

keserasian antara kedua nilai tersebut akan 

menempatkan hukum pada tempatnya37 

D. Tilang Elektronik  

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh aparat 

kepolisian kepada masyarakat yang melanggar peraturan, 

proses penilangan sebelum adanya Tilang Elektronik 

menggunakan tilang manual dimana aparat kepolisian 

memberhentikan di jalan dengan santun para pengguna 

kendaraan bermotor yang melanggar peraturan kemudian 

menerangkan tentang kesalahan yang diperbuat oleh 

pelanggar. 

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi 

proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi sistem CCTV 

sebagai pengawasnya, sebagai bantuan polisi yang bertugas 

di jalanan. Apabila ada kendaraan sepeda motor atau mobil 

yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, 

petugas yang memantau pada monitoring room akan 

merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Dengan 

harapan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga 
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efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen 

administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, 

yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah 

pihak kejaksaaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan 

pada komputer tablet dengan sistem operasi Android 

sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam 

bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang 

manual.38 

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang 

tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk 

membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme 

melibatkan form atau kertas tilang,mpada E-Tilang form 

atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini 

hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang 

menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai 

kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan 

atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi 

database yang sama, sehingga apikasi ini hanya 

mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua. 

Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi Tilang 

Elektronik ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat 

pula foto pengendara dengan kendaraannya. Pelanggar 

tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat 

untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda 

maksimal di bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah 

amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar 

mendapatkan notifikasi Short Message Service (SMS) berupa 

amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda.  

Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 
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Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi 

sebagai berikut: “Pembayaran uang denda tilang 

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan 

setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan 

pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan 

kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah”. 

E. Siyasah Dusturiyah 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini 

mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan 

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis 

untuk mencapai sesuatu.39 

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan 

bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan 

yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.40 Sedang kata 

“dusturi” berasal dari bahasa persia. Awalnya memilki arti 

bahwa seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama. Dalam selanjutnya dalam 

pengembangan kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). 

Selanjutnya setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 

Arab, kata dustur berkembang artinya menjadi asas dasar 

atau pembinaan.  

Menurut istilah, dustur bermakna kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar atau hubungan kerja sama antara sesama 

anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).41 Maka 
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dapat disimpulkan bahwa istilah fiqh dusturi yang dimaksud 

adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara 

manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, 

peraturan-peraturannya serta adat istiadatnya.42 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah 

yang membahas terkait perundang-undangan negara. Hal 

lain yang juga ikut dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. 

Selanjutnya membahas tentang legislasi yaitu bagaimana 

cara perumusan undang-undang. Serta membahas terkait 

lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 

dalam perundang-undangan tersebut.43 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama 

dengan constitution. Dengan demikian bahwa siyasah 

dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan 

nilai-nilai syariat Islam. Artinya bahwa undang-undang itu 

berpedoman terhadap konstitusi yang tercermin dalam 

prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang 

disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan dalam 

sunnah Nabi, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, 

muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain 

yang berkaitan.44 

1. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

a. Al-sulthah al-tasyri’iyah 

Al-sulthah al-tasyri’iyah merupakan 

kekuasaan yang dimilki oleh lembaga legislatif, yaitu 

kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 
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menetapkan hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri’iyah 

digunakan untuk menunjukkan salah satu 

kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam 

mengatur masalah kenegaraan dalam ruang lingkup 

ahlul halli wa al-aqdi. Selanjutnya hubungan muslimin 

dan non muslim dalam satu negara undang-undang 

dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan 

pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur 

dalam al-sulthah al-tasyri’iyah adalah:45 

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 

untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dalam masyarakat Islam. 

2) Masyarakat Islam yang akan 

melaksanakannya. 

3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan 

nilai-nilai dasar syariat Islam. 

Adapun fungsi lembaga legislatif yang 

Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya 

sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. 

Kedua, melaksanakan penalaran secara kreatif 

(ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas 

tidak dijelaskan oleh nash. Selanjutnya melakukan 

ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas 

(analogi) dan mencari illat atau sebab hukum yang 

ada dalam permasalahan yang timbul dan 

menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat 

dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu 

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 

masyarakat supaya hasil peraturan yang akan 

diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat 

dan tidak memberatkan mereka. 
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Ketiga dalam bidang keuangan negara 

lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan 

dan mempertanyakan pembendaharaan negara, 

sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja 

yang dikeluarkan negara kepada kepala negara 

selaku pelaksana pemerintahan. 

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah 

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan 

kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan 

imamah, bai’ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut 

al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam 

dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh 

seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan 

negara mayoritas Islam dan menganut sistem 

presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan 

kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai 

puncak roda untuk menjalankan urusan 

pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan dan sekaligus 

membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk 

mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. 

Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah 

melaksanakan Undang-Undang. Negara memiliki 

kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan urusan dalam negeri maupun yang 

menyangkut dengan hubungan antar negara 

(hubungan internasional).46 

c. Al-sulthah al-qadha’iyyah 
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Al-sulthah al-qadha’iyyah merupakan 

kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan 

dengan tugas dan wewenang peradilan untuk 

menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan 

perdata maupun pidana dan juga terkait dengan 

sengketa keadministrasian yang berhubungan 

dengan negara yakni persoalan-persoalan yang 

menentukan sah tidaknya undang-undang untuk 

diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam 

pokok materi konstitusi suatu negara.47 

Tugas al-sulthah al-qadha’iyyah adalah untuk 

mempertahankan hukum dan perundang-undangan 

yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam 

sejarah Islam kekuasaan lembaga ini biasanya 

meliputi wilayah al-hisbah, wilayah al-qadha, wilayah 

al-mazalim seperti pembuatan keputusan politik yang 

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak 

rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 

melanggar hak rakyat salah satunya adalah 

pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan 

perundang-undangan.48 

                                                           
47 Muhammad Iqbal, Kontektualisasi… h. 164 
48 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: 

FH UII Press, 2007)  h. 273 


